LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 129 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Pengertian
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

B. Tujuan
Tujuan kebijakan akuntansi adalah untuk menjamin keseragaman pengakuan,
pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi dalam
entitas pelaporan/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/entitas akuntansi di Kabupaten Bantul.
Kebijakan akuntansi juga bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dimengerti oleh pengguna laporan
keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias terhadap pengungkapan

komponen laporan keuangan.

C. Ruang lingkup

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur seluruh
pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul, yang meliputi:

1. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan;

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan
informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu
periode laporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi keuangan
Pemerintah Daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.



Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu
periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta
pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah
Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode dan pengendalian
atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk
kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi
keuangan dan traksaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan. Secara umum tujuan Laporan Keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan:



a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul serta hasil-hasil
yang telah dicapai;

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten
Bantul mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah
Kabupaten Bantul berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak daerah dan pinjaman; dan

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah
kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

. Jenis Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary report), yaitu :
1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

b. Laporan Finansial (financial report), yaitu :

1). Laporan Operasional (LO);

2). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

3). Neraca;

4). Laporan Arus Kas (LAK); dan

5). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Setiap unsur Laporan Keuangan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam

Lampiran II sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

3. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
a. Entitas Pelaporan
Entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kabupaten Bantul yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan ditetapkan di dalam

peraturan perundang-undangan, yang bercirikan:



1) entitas tersebut dibiayai oleh APBD;

2) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,;

3) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat Pemerintah Kabupaten
Bantul yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul; dan

4) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang

menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Bupati.
Dalam pelaksanaannya Bupati Bantul sebagai entitas pelaporan
melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD). Pejabat ini adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD).

Produk dari entitas pelaporan adalah Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca, dan CaLK

b. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah sebagai pengguna
anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan
anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan.

Kepala Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi melimpahkan
wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan
akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK. Laporan
keuangan tersebut disampaikan secara periodik dan berjenjang kepada
unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan

oleh entitas pelaporan.

4. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

j- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

n. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8)
sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 2);

5. Asumsi Dasar
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul melingkupi beberapa

asumsi dasar, yaitu:



a. Asumsi Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah Kabupaten Bantul
dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah kabupaten
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas
pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (monetary measurement)
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karekteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
membantu mereka melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa
kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan
yang relevan harus dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Informasi yang relevan harus:

1) memiliki manfaat umpan balik (feedback value) artinya laporan
keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi  yang
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasinya di masa lalu;

2) memiliki manfaat prediktif (predictive value) artinya laporan
keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang dapat
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang

berdasarkan hasil evaluasi masa lalu dan kejadian masa kini;



3) tepat waktu, artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat
memberikan informasi secara tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan

4) lengkap, dalam arti laporan keuangan Pemerintah Daerah
menyajikan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten
Bantul selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang
melatarbelakangi setiap informasi utama yang termuat dalam
laporan keuangan diungkapkan secara jelas agar kekeliruan dalam

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
meyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika
penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi
tersebut dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi
karakteristik:

1) penyajian jujur, artinya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bantul menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
dapat diharapkan untuk disajikan;

2) dapat diverifikasi (verifiability), laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul harus memuat informasi yang dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh
berbeda; dan

3) netral artinya laporan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan
informasi yang diarahkan bagi kepentingan umum, dan tidak

berpihak kepada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat diperbandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas
lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan ©bila entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.



Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila
entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan yang sejenis.
Apabila Pemerintah Kabupaten Bantul akan menerapkan kebijakan
akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang diterapkan
sekarang, perubahan tersebut dapat diungkapkan pada periode

terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bantul harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk itu
pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai atas kegiatan dan operasi entitas pelaporan, serta adanya

kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dimaksud.

7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
melaksanakan kegiatannya serta oleh para pengguna laporan keuangan
dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini 8 (delapan)
prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
a. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam
hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan
keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan
demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa

disajikan pula pada LO.



Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan
basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

. Nilai Historis (historical cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh
aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas
dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Bantul.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai
historis, maka dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

. Realisasi (realization)

Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, pendapatan yang tersedia yang
telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul
selama satu tahun fiskal akan dipergunakan untuk membayar hutang
dan belanja pada periode tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan
(matching cost against revenue principles) dalam akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bantul tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan
dalam akuntansi komersial.

. Substansi mengungguli bentuk formal (substance over form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar atas
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi
atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalnya.
Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus dapat diungkapkan

dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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e. Periodisitas (periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas
dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu mulai 1 Januari
sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu tanggal laporan
suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dalam
suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun,
entitas pelaporan mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1) alasan yang melandasi penggunaan periode pelaporan tidak satu
tahun; dan
2) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus
kas dan catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan.
f. Konsistensi (concistency)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian
yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini
tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai
dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh
dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan lengkap (full disclosure)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang
dibutuhkan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian wajar (fair presentation)

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar nilai nilai pada
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan
keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan
sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan
dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset dan atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan atau belanja tidak

dinyatakan terlalu rendah.
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Namun penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan
misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset
dan/atau pendapatan atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja
mencatat kewajiban atau belanja terlampau tinggi, sehingga laporan

keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

8. Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam
mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan
andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan tertentu.
Tiga (3) hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu:
a. Materialitas
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul hanya diharuskan memuat informasi
yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material
apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna
yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bantul.
b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
penyusunannya. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak
semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari
biaya penyusunannya. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat
merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak
harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka
yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan
kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh
suatu entitas pelaporan.
c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bantul. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus
dapat berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan
tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut

merupakan masalah pertimbangan profesional.
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9. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

a.

Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul,
dimana laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,;

Dalam pelaksanaannya, Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan
wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
(laporan keuangan konsolidasian);

Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun
laporan keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang
bersangkutan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah
dan menyampaikannya kepada Bupati;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten adalah laporan keuangan
konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan OPD serta
laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Perangkat

Daerah.

10. Suplemen Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan Perangkat Daerah dilampiri dengan ikhtisar laporan

keuangan perusahaan daerah/BUMD; dan

b. Laporan keuangan Perangkat Daerah yang memiliki unit kerja BLUD,

dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) dalam bentuk ringkas.
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11.

12.

13.

Mata Uang Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan mata
uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah pada saat

transaksi.

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dibuat dalam
bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat dalam selain
bahasa Indonesia maka laporan keuangan harus memuat informasi yang
sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan
bahasa, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan

dalam bahasa Indonesia.

Konversi

Jika dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan masih
terdapat perbedaan akun yang digunakan, maka untuk keperluan
penyusunan Laporan Keuangan perlu melakukan konversi atas akun
pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan yang digunakan dalam BAS

(Bagan Akun Standar).

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO
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